
BAOAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
I KABUPAIEN TAN.GGAMU$

. PUTUSAN

Nomor : 001/PS/REG/PWSL. TGM.08.081V1Il/20'18

I

DEMI KEADIL~N BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
I

Badan Pengawas p1emilihan Umum Kabupaten Tanqcarnus mernerikse dan

rsenyelesaikan Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebaqai berikut--------

1

Menir:n.QaI1g_bQ,h~Q,.6jd.~(l_ P~nQ.qwq.$_P~~iIjJJp.n l,)m.I,J,mI:<QPL,J.p'qt~.o,1anggam.L!$ t~lgb

mencatat dalam BukLJ Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum,

permo honari dari: ---------....,------------------------------------------------ ..---------:----------------_

1) Nama Drs. H. Mukhlis Basri, M.SL
No. KTP 1871020302610003

Alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 1170LK I Rt 005

Gununq Sulah Way Halim, Kota Bandar Lampung

Krui, 03.Februari 1,9.61
Ketua ope Partai GERINORA Kab. Tanggamus

Tempat, Tanggal. Lahir
Pekerjaan/Jabatan

2) Nama

No.KTP

Alamat

Tem-pat, Tanggal-l.ahir
Pekerjaanl Jabatan

AI Hajar Syahyan, S.H.,M.H.

1871021007660006

Jalan Ryacudu Nomor 33 LK II RT 010 Harapan

Jaya, Sukarame, Kota Bandar Larnpung

Ulu Sernong; 10 Juri 1.966.
Sekretaris ope Partai GER!NDRA Kabupaten

Tanggamus



tanggal4 Juli 2018, tentang Susunan Personalia Pengurus ope Partai GERINORA

Kabupaten Tanggamus, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon

Angg,Q-ta DPRQ Kpbu.paten Tangg.amu.$.pada Pemilu Tahun 2Q19. atas nama AI

HAJAR SYAHYAN, S.H.,M.H., di KPU Kabupaten Tanggarnus, yang ticak ditetapkan

dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus oleh KPU

Kabupaten Tanggamus dikarenakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Daftar

Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanqqarnus Pemilu Tahun 2019

Berdasarkan Keputusan Kornis: Pemilihan Urnum (KPU) Kabupaten Tanggamus

Nomor: 826/HK.03.01-Kptsl1806/KPU-KabNIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon

Sernentara (D.eS) Anggota QPRD KabuR&tan Tanggamu.s. Per;nmban umum Tatum
2019 bertanggal11 Agustus 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-------------

1. R0 ZA LI UMAR, S.H., M.H., ------,..-------------------------- --------------------------------------

2. FRANSI SKUS HANDRAJAD I, S.H.,M.H., -------------------- ..~-------------------------------

3. YO RMEL, S.H., ----------------------------------------------------- ..---------------------------
4. 0EBIOKTARIAN, S.H., dan --------------------------------------------- ..-------------------------

5. RUSTAMAJ I, S.H. ,------------------------------------------------------------------ ..---..-----------

Advokat yang berkantor pada kantor hukurn Law Office DRN & Partners, boralamat

di Jalan Zebra NO.8 Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, HP 0853

7777 9552 Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001-SKKlDPC-TGMSNI!1I2018,

tertanggal 13 Agustus 2018, untuk selanjutnya ·disebut sebagai Pemohon.---------------

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Umum atas Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus Nomor: 826/HK.03.01-

Kpts/1.&O.Q/KPU-KabN,lll(2.Ql&. tentana Penetapan Daftar Caton Sernentara. (OGS).
Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 20'19 serta Berita

Acara KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 824/PL.01.4-BAl1806/KPU-KabNHII2018

tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal

Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus pada Pemilihan Urnurn Tahun 2019

tanggal 11 Agustus 2018. -----------------------------------------------------------------------------

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus yang berkedudukan di Komplek

Perkantoran Pernda Kabupaten Tanggamus, Jalan Gatot Subrcto Nomor 7 Kampung

aacu". K~G.a.mata.nKota Aguog. Tirnur, unt.uk..se.lanj,utr:wa disebut $e.oagai Terrnohon.c-

--- - - -- --- -----------------



..
Dengan nomor permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus pada tanggal 16 Agustus 2018

dan dical~.t dalam a,uKu,. Regi§,t~(Per(W~,hQnan P~nyeles..aia(l. S~ngkf;ta,p(Qs'~S
Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor
001/PS/REG/PWSLTGM. 08.08N! 1112018.--------------------------------------------------------

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor reqister

001/PS/REG/PWSL.TGM.08.08NII1I2018dengan Permohonan sebagai berikut-----·--­

ca.. 6ahwa pad-a p9.Ka,1$.permchcnan Yang di. aiukan olah Pemohon meruckan
keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus Nomor:
826/HK.03.01-Kpts/'1806/KPU-KabNII1I2018 tentang Penetapan Daftar Calon

Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum

Tahun 2019 serta Berita Acara KPU Kabupaten Tanggamus Nomor
824/PL.01 A-BAl1806/KPU-KabNIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan

dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten

Taoggamu.s. pada Pemilih.an umum Tabun 2.Q19 ta_nggaL11. Aguslus 2.Qla
dengan alasan sebagai berikut:----------------------------------------------------------------

1. Bahwa Pemohon selaku Ketus dan Sekretaris Dewan Pirnpinan Cabang

(DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (GER!NDRA) Kabupaten

Tanggamus menyerahkan 45 berkas pendaftaran Sakal Calon Anggota
Legislatif (Becaleg) di kantor Komisi Pemlilihan urnurn (KPU) Kabupaten

Tanggamus pada tanggal 17 Juli 2018;---------------..----..------------------------

2. eah.wa dari 45 oerkas 6a.kal. Caton AnggQta OPRO K2bupaten
Tanggamus Partai GERINDRA yang diterima oleh Termohon tersebut di

atas terdapat satu nama yang tidak tercantum dalam lampiran Keputusan

Kornisi Pemilihan Umum Kabupaten .Tanqqarnus Nornor: 826/HK.03.01-

Kpts/1806/KPU-KabN1I1/2018tentang Penetapan Daftar Calon Sementara

(DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun

2019, tanggal 11 Agustus 20'18, yaitu atas nama AI Hajar Syahyan, S.H.,
MJ-i..uotu,K, Qaerah.,Pernilihan 4. Kab.upatenTanggamus,;.-----------------------

3. Bahwa Termohon melalui Surat Nomor: 1211/PL01.4-SD/1806/KPU­

KabNII/2018 tentang Penggantian Bakal Calon Anggota DPRD, tanggal

25 Juli 2018, yang ditujukan kepada Ketua Partai GERINDRA Tanggamus

me.ny,a:lak;:ul b~h.,«a, setelan d..i1atuKan veriflkasi. dokumen administrasi. . . .,. '... ,. . . . '-. '. ~ -r; f

bakal calon terbukti Partai GERINDRA mengajukan bakal calon tidak

sesuai dengan pakta integritas atas nama saudara AI Hajar Syahyan,

r



S.H., M.H. yang berstatus mantan terpidana korupsl maka status Belurn

Memenuhi Syarat (BMS) dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat

(1M,S).;.-··-------------------------------------------------------------------------- _

4. Bahwa keputusan Termohon yang menyatakan AI Hajar Syahyan, S.H.,

M.H., Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sanqat bertentangan dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU

Pemilu), khususnya Pasal 240 Ayat (1) huruf 9 yang menyatakan "Sakal

Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD KabupatenlKota

adalah Warga Negara Indonesia dan harus mernenuhi persyaratan:

tidal.</lecoab. dipidana IJ,el1jala. berda.s.ack..an puiussu: p.engadi£a,1).yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tincJak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik

bahwa yang bersangkutan mantan terpidana";--------------------------------

5. Bahwa AI Hajar Syahyan, S.H., M.H. telah secara jujur mengemukakan

kepada publik melalui pengumuman di SKH Kupas Tuntas edisi tanggal

2.3 JuU Z_alB,tentana yang be.rsang.kutan pernab dijatuhL hukuman pida.n8

yang dilampirkan dalam berkas pencalonan. Dengan demikian AI Hajar

Syahyan, S.H., M.H. teiah memenuhi ketentuan Pasal 240 Ayat (1) huruf 9

UU Pemilu, sehingga yang bersangkutan memcunyat hak yang dilindungi

Konstitusi untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD

Kabupaten Tanggamus pada Pemilu tahun 20'19;------ ..-------------------------

6. Bahwa hak mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota

OPR,. QPRQ PrQvinsi.. QPRQ KqQ~KQtatarma.ktLlb pula datarn Putusan
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 4/PUU-V11I2009, tanggal 24 Maret 2009,

yang menganulir sistem pencalonan caleg dan calon kepala daerah yang

tadinya melarang mantan napi untuk ikut serta dalam Pileg. MK menilai

bahwa aturan larangan napi tidak boleh mer.ca!onkan diri dalam Pileg

ialah inkonstitusional. Meski begitu, MK membuat keputusan bahwa agar

rakyat dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya, perlu ada

Ketentuan Q,ahwa msntan n~pi. yang, maju menjad1 cal~g_ h<ar:u.~.
menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya agar tidak

menutup-nutupi atau menyembunyikan !atar belakang dirinya. Hal sama

tercantum pula dalam Putusan MK Nomor: 42/PU U-X1I1I2015 Tanggal 9

Juli 2015 dan Putusan MK Nomor: 511PUU-XIVI 2015 Tanqqal 23

Agustus 2016. Norma dan pertimbangan hukum yang termaktub dalam

Putusan MK ini kemudian diadopsi dalam Pasal 240 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2-Q 17 ~ P~o:1iJiI:1anUrmtm;----------------F--------------



7. Bahwa dalam prinsip pemilu dernokratis, apabila hak pilih ingin dibatasi

terdapat prinsip bahwa peniadaan hak pilill itu hanya karena

p,e.rtinJbang.ca!lketidakcakaaan mtsalnya karena fakto( usia (rnasih di
bawah usia) dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan

(impossibility) misalnya karena telah dicabut hak piiihnya oleh putusan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukurn tetap:---·---------..---------------

8. Bahwa AI Hajar Syahyan, S.H., M.H. tidak pernah dicabut hak pilihnya

(hak memilih dan hak dipilih) sebagaimana tercantum dalam Putusan

Pengadilan Negeri Kota Agung Nemer 52/Pid.Sus/2011/PN.KT/~,tanggal

2Q JU.li. 2.Q1. t iunct.Q PLl-tUs.an Mah.kama.h Agung. Rl. Nemer: 2G.8
K/PID.SUS/2012 tanggal 4 Juli 2012. Putusan ini telah mempunyai

kekuatan hukum tetap/inkracht;-----------------------..------------------------ ..-------
9. Bahwa Bawaslu RI sangat menjunjung tinggi hak kenstitusi tersebut di

atas sebagaimana penegasan Ketua Bawaslu RI Abhan yang dimuat

Kompas.com edisi tanggal 2 Juli 2018;-----------------------------------------------

10. Bahwa sikap menghormati hak konstitusional mantan terpidana untuk

. men.G2LQnk~o.d,iri. s.ebagai ap.gQ..O,tpl~lsLatif. tercantum p.~la. dalam 2. (c;l~)'.
putusan berikut ini:--------,;--------------------------------------------------~--------------

(a) Putusan Panwaslu Kabupaten Toraja utara Nomor
001/PS/SN.20N11I2018 tanggal 8 Agustus 20-18, antara lain

memutuskan: Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Toraja Utara

untuk menerima dan memverifikasi pengajuan Permohonan sebagai
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara TafJun 2019,

.Qe(c;ta.~fld(~(t fa~a1 Z..4.Qf.JJtrtaog-UacLang 7 talJ!J.(l 2.Q17 te.ot.a,ag
Pe m iIihan Umum; ---------------------.-----0.

(b) Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Nemer
001/PS/Bawaslu-Prov.AcNI1I2018, tan99al 9 AQ,ustLJS2018 antara lain

memutuskan Menyatakan Formulir BB.1-0PO yang dibuat alas nama

Pemohon sudah memenuhi syarat;----------------------..-----------------------

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yuridis dan fakta-fakta hukum

tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata Peraturan KPU RI Nomor

20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten/Kota tan~gal 2 Juli 2018 beserta lampirannya Pakta

Integritas (Model B.3 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Keta)

bertentangan dengan peraturan perundang-LJndangandi atasnya, dalam
hal ini Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2017 tentang Pernilihan Umum;--



12. Bahwa oleh karena itu Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus

(Termohon) Nomor: 826/HK.03.01-Kpts/1806/KPU-KabNlli/2018 tentang

Penetapan Qaftar CaJ Sernentara (QCS)'~AnggQta OPR.Q KabuQaten

Tanggarr.us Pemilihan mum Tahun 2019, tanggal 11 Agustus 2018 dan

8erita Acara KPU abupaten Tanggamus Nomor 824/PL.01.4-

BAl1806/KPU-KabNIIII 018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang hasil

verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon

Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus pada Pemilihan Umum tahun

2019 tidak sah dan cacat hukum sehingga sudah seharusnya dibatalkan
oleh Pan'!N~sluLaa'l(llastu.~b,!Jpate.o. TaoQ.g.am\J.$,; 00 _

13. 8ahwa selain itu Termohon harus pula menyatakan dan menetapkan AI

Hajar Syahyan, S.H., M.H., telah memenuhi persyaratan sebagai Sakal

Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus pada Pemilu 2019, serta

memasukan namanya dalam DCS Dapi! 4 Kabupaten Tang.gamus;--------

14. 8ahwa oleh karena Perrnohonan ini telah sesuai dan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah seharusnya

. Panw.a.sJulaawa$..h.tKab.up,at.en. Tanggan:u.tS mangab,l,.I.llsan PerroQb.QJ\an
Pemoho n.--------------------------------------------------------00-- ..-----------------------

b. Bahwa Petitu m Pemohon :-----:----------------------------------------------------------------­

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum terse but di atas, mohon kepada

PaDw,astuL6.a.wastu. KaQ,Ullaien TaogganJus untuk menjatuh.k~wPutusan
sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------------

1. Mengabulkan Perrnohonan Pemohon untuk seluruhnya;--------------------------

2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tanggamus Nomor : 826/HK.03.01-Kpts/1806/KPU-KabNIII/2018 tentang

Penetapan Daftar Calon Sementara (DeS) Anggota DPRD Kabupaten

Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 1'j Agustus 2018;-------

3. Megyata.kanbataJ. Berita Acara KPU Kabupat.enTanggarnus.NQmO.r
824/PL.01.4-BAl1806/KPU-KabNIII/2018 tanggal :1 Agustus 2018

tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Ookumen Perbaikan

Sakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus pada Pemilihan

Umum Tahun 2019; -----------------------------------------. ---------------- .-------------

4. Memerintahkan Termohon untuk menerima dan memverifikasi berkas

pencalonan AI Hajar Syahyan, S.H., M.H. dari Partai GERINDRA Dapil 4

KJ3.buRaten TaDg.gamus bsrdasarkan Pa.s.a12.4Q Un~ang-UnQang Nomor 7
Tahun 2017 tenta ng Pem iiihan Umum. ------------------ ..----------- -----------------



5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling

lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.---··--------------------­

AP.aQila. B,aw,~$lu Kabupaten 1anssarnus. be(l'~endapal lain, monon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----------------------------------

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan
jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2018, teiah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut---------------------------··----··..------------------------

1. Bahwa benar KPU Kabupaten Tanggamus membuka Pendaftaran Bakai Calon

AnggQt;a QPRQ Kabupaten Tanggamys.,. pada tangga14 $,aJupai densan 1.7J.uIL
20 18; --------------------------------------------------- ---------- ---- ----- ------.--------- --- ---- -----

2. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 11.30WIB Ketua dan Sekretaris

Partai GERINDRA telah mendaftarkan narna-nama Bakal Calon Anggota OPRO
Kabupaten Tanggamus termasuk di dalamnya nama Saudara AL HAJAR
SYAHYAN,S.H.,M.H;------------------------------------------------..-----------------------------

3. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Bakal Calon

Ang.g.ota DPRO Kahupaten Tanggan'tus a.n SaucLara AL. HAJAR
SYAHYAN,S.H.,M.H, diserahkan kepada KPU Kabupaten Tanggamus Pada

Tanggal 17 Juli 2018 pukult 1.30WIB dalam 1 (satu) rangkap asli sesuai dengan

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 20~8 tentanq pencalonan Anqqota OPR,
OPRO Provinsi dan OPRO Kab/Kota;----------------------------------------------------------

4. Bahwa benar KPU Kabupaten Tanggamus menerima dol.urnen persyaratan

Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanqqarnus a.n Saudara AL HAJAR

SYAHYAN..S.H.,M.H yang. diaj,U.K.anoleh Partai G.ERJNDRA. kernudian meneliti
kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, dan I<esesuaian dokumen

persyaratan pencaI0nan;--------------------------------------------------------------------------
5. Bahwa .dalam menerima dokumen persyaratan dan verifikasi adrnini.strasi

persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota OPRD, KPU Tanqqarnus

mempedomani dan melaksanakan Peraturan KPU Nornor 20 Tahun 2018,

diantaranya diatur:------------------.---------------------------------------------------------------

a. Dc:l1am. Pasai 4. axat (3) Pera1.uraD_Kom,isi Pernihhan Um.uJP Re.puQl.Lk
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan "Oalam seleksi bakal calon

secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak
menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap

a.D,ats..~dan k.QJu.R~i.;, ---------------------------- ..----------------------------------------------
b. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan

"Pimpinan partai polit:k sesuai tingkatannya menandatangani dan
melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota OPR,



dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3),

yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum da!am formulir Model

6,...1.;. ----- .. ---------------------------------~------------------------ ------------------------------
c. Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan "

pakta integritas yang ditanda tangani pimpinan partai politik sesuai

tingkatannya dengan menggunakan formulir B.3; ----------------..-------------------

d. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli Tahun 2018, KPU Kabupaten
Tanggamus menyampaikan surat kepada Ketua Partai GERINDRA

Tanggamus Nomor: 12111 PL.01.4-SD/1806/KPU-KabN"1I2018 Prihal

Penggantif\n Sakal CaJO,D AnggQta QPRD, setaniutnya oleh Partai
GERINDRA tidak dilakukan penggantian Bakal Calon Anggota DPRD
Tanggamus dari daerah pernilihan Tanggamus 4.------------------------------------

6. Bahwa Pada Tanggal 11 Agustus 2018, KPU K3bupaten Tanggamus

menetapkan Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Nomor:
826/HK.03.1-Kpts/1806/KPU-KabNII1I2018 Tentang Penetapan Daftar Calon

Sementara (DeS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, pada saat tersebut

Nama 6ak.al.Calon Anggola QPRQ Kabupate,nTa,nggamLls atas nama Saudara
AL HAJAR SYAHYAN,S.H.,M,H, tidak masuk dalam Daftar Calon Sernentara

(DCS) Pemi!ihan UmumTahun 2019.---------------------------------------------------------

7. Bahwa KPU Kabupaten Tanggamus setelah metakukan verifikasi dokumen
administrasi bakal calon terbukti Partai GERINDRA menqajukan bakal calon

tidak sesuai dengan pakta integritas yakni mengikutsertakan Bakal Calon

Anggota DPRD mantan terpidana korupsi. Bakal calon atas nama Saudara AL

HAJAR SYAHY.AN,.SJiH.M~H.dart daetah pemHthan Tanggam.us 4., aebing.ga.
nama yang bersangkutan Belum Memenuhi Syarat dan tidak dimasukan dalam

Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten

Tanggamus.--------------------------------------------------------------,----_.----------------------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah

mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah

cttl~e-~sertadJbexi.tanda P- t s.d P-22.$~ba.gai berikIJL·--------------------------------------

NO KODE BUKTI I KETERANGAN !

1 P-1 Serita Acara KPU I Serita Acara KPU Kabupaten I
Kabupaten Tanggamus Tanggamus Tentang Hasil

Nomor: 824/PL.01.4-BAI Verifikasi Kelengkapan dan

1806/KPU-KabN111/2018 Keabsahan Dokumen Perbaikan

tanggal 11Agustus 2018 Bakal Calon Anggota DPRD I
I Kabupaten Tanggamus Pada

------------------- ---------- - -- - - - --



s

Pemiiihan Umum Tahun 2019.

2 P - 2 Keputusan KPU

Kabupaten Tanggamus

Nomor: 826/Hk.03.01-

Kpts/1806/KPU-

KabNl.I.llZQ18, tanggaJ 11
Agustus 2018

Keputusan KPU Kabupaten

Tanggamus tentang Penetapan I

Daftar Calon Sementara (DeS)

Anggota DPRD Kabupaten

Tanqqarnus PemiHhan umurn
Tahun 2019.

~--~-----+-------------------~--------------
3 P - 3 Lampiran Keputusan KPU Daftar Calon Sementara

Kabupaten TangQamus Anggot3 Dewan Perwakilan

Nomor: 826/Hk.03.01-

Kpts/1806/KPU­

KabNIII/2D18 tanggal 11

Agustus 2018

Rakyat Daerah Kaoupaten

Dalarn Pernilihan Umum Tahun

2019 Khusus Partai GERINDRA

(Model DeS).

4

5

Pengumuman KPU Kabupaten

Tanggamus Tentang Penetapan

I Daftar Oalorr Ssmentara (DeS)

I Anggota OPRO Kabupaten

Tanggarnus Pemilu Tahun 2019.

~--~-----+-------------------+---------
P - 5 Surat Keputusan OPP Keputusan

4 Juli 2018

OPP Partai

07-0169/Kptsl

Partai GERINDRA Nomor: GERINDRA Tentang tentang

DPP- Susunan Personalia Pengurus

~~------~-------------------

Partai GERINDRA

P - 4 Pengumuman KPU

Kabupaten Tanggamus

. Nemer: 1-337IPl.@-tA­

PU/1806/KPU-
oJ.

KabNIII/2018 Tanggal 12

Agustus 2018

GERINDRAl2018, tanggal DPC

P _.G KTP Pemohon

I Kabupaten Tanggamus.

l~artu Tanda Penduduk alas

I ::ma:

1. Drs. H. Mukhlis Basri, M.Si.

2. AI Hajar Syahyan, S.H.,

M.H.

6

7 P - '7 Berkas Pencalonan Calon Berkas Pencalonan Calon

Anggota DPRD Kabupaten Anggota DPRD Kabupaten

Tanggamus: Tanggamus dari Partai

1. Surat Pernyataan Sakal GERINDRA atas nama AI Hajar



Kabupaten Dalam

Calon Anggota DPRD Syahyan, S.H., M.H.

Pemilihan. Umum Tahun

2019 (Model BB.1-

DPRD KABUPATEN)

2. Informasi Bakal Calon

Anggota

Kabupaten

DPRD

Dalam

Pemilihan Umum Tahun

20,19, { Model, BB.2-

DPRD KABUPATEN)

3. Foto Copy KTP

4. Surat Tanda Tarnat

Belajar SMAN 2

Tanjung Karang Tahun
1987

" 5. Ijasah Sarjana Hukum

Universitas Lampung

Tahun 1991
6. Ijasah Magister Hukum

;' ....

Universitas Lampung

Tahun 2011
7. Surat Keterangan

dariKesehatan

Puskesmas Korpri
tanggal9 Mei 20'18

8. Surat Keteranqan Hasil

Pemeriksaan
Kesehatan Rohani dari

Rumah Sakit Jiwa

Daerah Provinsi
Lampung tanggal 30

Juni 2013

9..- Surat Keteransan
Bebas Narkotika dari
Rumah Sakit Jiwa

Daerah Provinsi

Lampung tanggal 29



Juni2018 1
10. Surat Keterangan

Catatan Kepo~s,ian,

dari Direktur Intelkam

Polda Lampung

tanggal13 Juf 2018

11. Surat Keterangan

Tidak Pernah sebagai

Terpidana dari

Pengadilan Neger'i

Tanjung Karang

tanggal 11 Juli 2018

12. Kartu Tanda Anggota

Partai Gerindra atas

nama AI Hajar

Syahyan, S.H" MoHo

1':3-. Surat Keterangan

terdaftar sebaqai 0

I
pemilih dari Panitia I

Pemungutan Suara I

Kelurahan Korpri Jaya i
Sukarame Kota

Bandar Lampung

14. Surat Pernyataan

Pemimpin Redaksi

SKH Kupas Tuntas

t~mgg,9123 Juli 2018

tentang kebenaran AI

Hajar Syahyan telah

memasang Iklan berisi

pernyataan kepada

publik bahwa yang

bersangkutan telah

~~a jvjw: dan 0

terbuka

mengemukakan

pernah dijatuhi

hukuman pidana

, f



15. Iklan di SKH Kupas

Tuntas tentang
PSFlgumwman.

pernyataan AI Hajar

Syahyan kepada
publik bahwa yang
bersangkutan pernah

dijatuhi hukuman

pidana tanggal 2:5Juli I

20·1-8 I

16. Surat

Kepala

Keterangan

Lembaga

Pemasyarakatan
Kelas II B Kota Agung

tanggal 10 Juli 2018

tentang kebenaran AI
Hajar Syahyan telah

selesai menjalani

masa pidana sejak 9

A~ustus 2014

Putusan Kasasi Mahkamah8 P - 8 Putusan Kasasi Nomor
268 KlPID. SUS/2012 Agung atas nama AI Hajar

tanggal 4 Juli 2012 Syahyan

9 P - 9 Daftar Sakal Calon Daftar Sakal Calon Anggota
Anggota DPRD Kabupaten DPRD Kabupaten Tanggamus

Dalam Pemilihan Umum Dapil 4 dar; Partai Gerakan

Tahun 2019 tanggal 15 Juli Indonesia Raya Dalam

2.Q18. PeroiHhan. LJ.o:uJ,mTahun 2,Q19.
tanggal 15 Juli 2018 (Model B.1-

DPRD Kabupaten).

10 P - 10 Tanda Terima Penerimaan Dokumen Pengajuan Sakal

Penelitian Calon Anggota DPRDdan

Kelengkapan dan Kabupaten Dalam Pemilihan



11 P'-11 Tanda Terima Penerimaan

dan

Kelengkapan

Penelitian

dan Kabupaten Dalarn Pemilihan

Keabsahan tanggal 31 Juli Umum 1ahun 2019 dari Partai

2018 Gerakan Indonesia Raya

Kabupaten Tanggamus

(Model TT.Pd DPRD Kabupaten)

'12 P-12 Surat KPU

Tanggamus

1211/PL.01.4-

SD/180S/KPU-

Kabupaten Surat KPU Kabupaten

Nomor: Tanggamus yang ditujukan

kepada Ketua Partai GERINDRA

Tangg-amtls"

KabNII/2018 Tanggal 25

Juli 2018, Prihal

Penggantian Sakal Calon

Anggota DPRD

13 P-13 Tanda Terima Surat Tanda Terima Surat Surat KPU

Tanggal 26 Juli 2018 Kabupaten Tanggamus Nomor:

12111PL.01.4-SD/1806/KPU­

KabNI1I2018 Tanggal 25 Juli

20·18 dan pengembalian berkas "

Pengajuan Calon dan Serkas

Calon Anggota DPRD

Kabupaten Tanggamus dari

Partai GERiNDRA atas nama AI

Hajar Syahyan, S.H., M,H.

14 P - 14 Putusan Panitia Penqawas Pemohon atas nama Drs. VJiliam

Pemilihan Umum ,G. Tobing dan Joni Kornelius

Kabupaten Toraja Nomor: Tondok, S 1., M.M. Terhadap

001/PS/SN.20N1I/2018 KPU Kabupaten Toraja Utara

tanggal 1·8Agustus 20·18

IL L- ~______________________----------------------~

Putusan Panitia Pengawas

Pemilihan Umum berkaitan

dengan Calon Anggota DPRD

Kabupaten Toraja Utara y.ang



P -15 Putusan Panitia Pengawas Pemohon atas nama Ir. H.
Pemilihan Provinsi Aceh Abdullah Puteh Terhadap Komisi

Nomor: 00 1IPS/Bawaslu- Independen Pemilihan Aceh ..

PrQ)l.AcNtU20l8 tanggal.. Putusan Bawaslu berkaitan

15

merupakan mantan narapidana

kasus korupsi.

19 Agustus 2018 dengan Sakal Calon Anggota

DPD Tahun 2019 yang

merupakan mantan narapidana

kasus koru psi.

16 P - 16 Putusan MK Nomor: Putusan MK yang mengabulkan

4/PUU-VII/2009 Tan99al uji materi terhadap ketentuan

24 Maret 2009 Pasal 12 huruf 9 dan Pasal 50

ayat (1) huruf 9 UU Nomor 10

Tahun 2008 Tentang Pemilihan

Umum Anggota OPR, OPD, dan

DPRD.

17 P - 17 Putusan MK Nomor: Putusan MK yang mengabulkan

42fPUU'-XUt'I2{}t5 Tanqqa! uji materi terhadap t<.etentuan

9 Juli 2015 Pasal 7 nuruf 9 UU Nomor 8

Tahun 2015 Tentang Perubar-an

Atas UU Nomer 1 Tahun 2015

I Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-.

Undang Nemer 1 Tahun 2014

Tentang Pemllihan Gubernur,

Bupati dan Waliketa Menjadi

Undang-Undang.

P-18 Putusan MK yang mengabutkan

uji materi terhadap kete.ituan

Pasal 67 ayat (2) huruf 9 UU

Nomor 11 Tahun 2006 Tentang

Pemerintahan Aceh.

Putusan MK Nornor:

51/PU U-XIV/20 15 Tanggal

23 Agustus 2016

Persilahkan Parpol Usung Eks

Napi Koruptor Jadi Caleg" (2

19 P-19 Kompas.com: "Bawasluhttps:llnasional.kompas.co

m/read/20 18/07/02/131113

31/bawaslu-persilakan-

\
l



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termollon telah

mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah

dileges serta diberi ta:1da T-1 s,d T-9 sebagai berikut: --------------------------.----------------

.NO . KOOE BUKTI dan KETERANGAN. I

..
parpol~SUnQ=ekS-napi­

koruptor-jadi-caleg
Juni 2018)

20 P - 20 .http://rumahp·emilu.o~g/pan Rumah Pemilu: "Panwaslu
waslu-toraja-utara­

loloskan-mantan-napi­

korupsi-seoacat-bacalso­
dari-pkpil

t-::--j----,=:------l-
21 P - 21 http://www.tribunnews.com

Iregionall20 18/08/09/panw

aslih-aceh-kabuIkan­
semua-gugatan-abdullah­

puteh

Toraja Utara Loloskan Mantan
Napi Korupsi Sebagai Baca dari

PKPL (9,.Ag.ustus.20.t8)

tribunnews.com: "Panwaslih

Aceh Kabulkan Semua Gugatan

Abdullah Puteh" (13 Agustus
2018)

22 P - 22 http://manado.tribunnews.c Tribunsulut.corn: "Yal Syukuri

om/2018/08/11/yal-syukuri- Putusan Bawaslu Sulut Eks Napi

putusan..bawaslu",sulut- Lanjutkan Pencalonan. (!4

eks-napi-:-korupsi-Ianjutkan- Agustus 2018)

pencalonan

1 T - 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tanggamus Nomor: 826/HK.03.1-Kpts/1806/KPU-

Kab,VII1I2018tentang penetapan Daftar pencalonan

sernentara (DeS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus

Pemilihan Umum Tahun 2019;
f--2-+---=T=--_-=2--!-:S=-A-=----=N-=-o-m-o-r---=-82=-4-=-=-/P=L=-.-=-0-:1- .-:4-:-B:::-:AI~18:::-:0:-::6:-;;/K~P~U~-·-;-:K~a-;-b-;;-f\I-;;-II;-;I~/~2~018

tanggal' 1'1' Agustus 20-t8 Tentang hasit verifikasi

kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan Sakal

Calon A:1ggota DPRD Kabupaten Tanggamus pada

Pemilihan Umum tahun 2019;

3 T - 3 Model DeS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Gerindra

Daerah Pemilihan Tanggamus 4;



T-44 MODEL B-DPRD KABUPATEN surat pencalonan anggota
DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Partai·Gef:akan. !ooeRes.a Raya;

5 T-5 MODEL B.1-DPRD KABUPATEN Daftar Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum tahun

,~Q1.9Partai Gerakan lndonesia Rays. Daerah Pernilihan
Tanggamus 4:

6 T-6 MODEL B.2-DPRD KABUPATEN surat pernyataan seleksi

Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten secara demokratis

Idan Terbuka Partai GERINORA,
T-77 MODEL B.3-KABUPATEN Pakta Integritas Partai Geri'1dra;

DokurnenSyarat Bakal Calon;8 T-8

9 T - 9 Photo copy akta pemberitahuan Mahkamah Agung
terhadap Putusan Per.qadilan Negeri Kota Agung No.

52/Pid.Sus/2011/PN.KTA tanggal20 Juli 2018.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

M~r.Urobang.,.·babwa. maksud dan tujJJ.andari Perrnohonan Pemohon adalab
sebagaimana telah diuraikan di atas;------------------.--------------------------------------------

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris OPC Partai GERINDRA
Kabupaten Tanggamus berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA

Nomor: 07-0169/Kpts/DPP-GERINDRAl2018, tanggal 4 Juli 2018, tentang Susunan

Personalia Pengurus DPC Partai GERINDRA Kabupaten Tanggamus, yang

mE;pdattarl~an.Sakal. Calon Ang~o1a Q.PRQ Kabupaten Tanggamus aada Pemilu
Tahun 2019 atas namaAI Hajar Syahyan, S.H., M.H., di KPU Kabupaten Tanggamus

yang tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten

Tanggamus oleh KPU KabupatenTanggamus;-----.------------------..----------------------------

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Nomor: 826/HK.03.01-

Kplsl1.8Q61KPU-KabJ\lUU2,01& t~o1a!lg.PeXl,etaRao Qattar Calon Seroentara (DeS)
Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 11

Agustus 2018, serta Serita Acara KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 824/PL.01.4-

BAl1806/KPU-KabN1I1I2018 tentang Hasil Verifikasi Keiengkapan dan Keabsahan



Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus pada

Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, karena tidak ditetapkannya

AL" HAJAR. SYAHYAN" S.H". M.H." dalarn Daftar Caton Sernentara (DeS) AnggQta
DPRD Kabupaten Tanggamus dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus
tersebut.-------------,----"--------- . _

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan

Jawaban tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban
tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; . _

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu

Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten

Tanggamus, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan
sebagai berikut:----------------------- _

a. Kewenangan Bawaslu Kabupaten-------------------------._-- _

1. Bahwa Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7' Tahun 2017 tentang

Pemiliban. Uml4m (se1aniutny.a dls_e~~tUU,PemH.u),(ne.ny,a..~-----------­
"Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta
Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu

sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi
dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;" :. _

2. Bahwa Pasal 467 Ayat (1) UU Pemilu menegaskan "Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyeiesaian

sengketa, proses Pemilu aeoag,al akibat dikeJ.ua.rkannya Ke_putu,s.ao KPU,
Keputusan KPU Provinsidan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;"---------------

3. Bahwa ketentuan Pasal 468 Ayat (1) UU Pemilu menyebutkan bahwa

"Bawaslu, Eawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenanq
menyelesaikan sengketa proses PemilL,;"; ------------ ' _

4. Bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun
2017 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana

telah dklbah be,b,erapa kali dan terakhir diubah menjadi Peraturan 6.awa.~Ju
Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (setanjutnya disebut
Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu) menegaskan bahwa "Bawaslu
Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang
diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupatervkota'': _' _



5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu

rnenyebutkan bahwa "Dalam rnelaksanakan kewenangan sebagaimana

dJr,tU;KS,\..LCi p,ada a,yal (1),~.a.yat (4J. Qao.ayat (3)~ aa\lllas,Lu;.a,a\(l(a.sl~.PrO'lm~~.
dan Sawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:------------------------

a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----------
b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil Permohonan

penyelesaian sengketa proses Pemilu;--------------------------------- ..------

c. melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa; dan-------..-----·-------
d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan-------------

e. mem.IJ.tlJ~Q~n~§J,e.sajans,~n~~ta RfQSe.sP~rnilu;:--·-------------------------
6. Sahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan t.ersebut di atas, maka

Bawaslu Kabupaten Tanggamus mempunyai kewenangan untuk
menyelesaikan Sengketa a quo.-------------------------------------------------------

b. Kedudukan Hukum Pemohon
1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf c Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu

menyebu~n: bahwa 'Pemonoo s.eng~eta PrQ$Et~. PeroUu. teJdlCiatas....«,
Sakal Calon Anggota DPR, dan DPRD yang telah mendaftarkan oir: kepada

KPU";----------------------------------------------_-----------.----------------------------------
2. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan

bahwa "Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c,

huruf e, dan huruf 9 dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa
proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Polltik Peserta

Pemilu, cenetapan daftar cakm tetap anggQta DPR dan QPRD, penetapan
daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon";--------------------

3. Bahwa Pasal 7A huruf c Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan
bahwa "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pernilu yang diajukan

oleh. partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta

Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:...c. tinqkat

kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota

atau sebutan lain":-------,-_.------------------------------------------------------------------
4. Sahwa Pasal 247 ayat (1) huruf c UU Pemilu menyebutkan "Daftar Sakal

Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada:...c. KPU

Kabupaten/Kota untuk daftar Sakal Calon Anggota DPRD kabupaten/kota
yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama
lain;"----------------------------------------------------------------------------------------------

---- -- -- - - ------ --------------

I
l



5. Bahwa pada tanqqal 11 Agustus 2018 KPU Kabupaten Tanggamus

mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Tanggamus Nomor :

8~6lttK,Q,;l.<,Q1.-KAtW18Q;QIKPU,"'Kc\.bLVII,l14QJ8lentq,ng P~.n~Jap,aDQaftar
Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan

Umum Tahun 2019, serta Serita Acara KPU Kabupaten Tanggamus Nomor

824/PL.1J1.4-BAl1806/KPU-KabNIII/2018 tentang Hasil Verifikasi
Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota

OPROKabupaten Tanggamus pada Pemilihan Umum Tahun 2019;------------

6. Bahwa berdasarkan Keputusan dan Berita Acara KPU yang di maksud

6akqJ c.c=l,!Q,o_Anggq:ta DPRQ KaR.l,IJ:lat~nTang.ga.m~$ d.~ri Partai GeJakan
Indonesia Raya (Gerindra) Oaerah Pemilihan 4 (empat) alas nama AL

HAJAR SYAHYAN, S.H.,M.H dinyatakan Tidak tvlemenuhiSyarat (TMS);----
7. Bahwa dengan demikian Femohon atas nama Drs. H. Mukhlis Basri, M.Si

selaku Ketua OPC Partai Gerindra Kabupaten Tanggamus dan AL HAJAR

SYAHYAN, S.H.,M.H yang merupakan Sekretaris ope Partai Gerindra
Kabupaten Tanggamus memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk

mengajukan permohcnan Penyel.asaianSenqketa Proses Pernilu. ----------,--

c. Tenggang VVaktuPengajuan Permohonan
1. Bahwa Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu menyehutkan "Permohonan

Pepyete~aj~nSeogketa. Proses Pemilu di.sam,oaikan paling lama 3 (tigq).
hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU
Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjacJisebab

sengketa";-------------------------------------------.--------------.----------------------------

2. Sahwa dalam Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu

menyebutkan bahwa "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan

Kf:lpUrl~sa(lKP U$.KP U Pf,Q'lln&i.ataij. KP,tJ .KatlLlA~t~ru':KQ.ta";.~------------------
3. Bahwa Pasal 15A ayat (1) Perbawaslu Sengketa Proses Pernilu

menyebutkan "Dalam hal dokumen/berkas administrasi Permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) belum lengkap, Petugas

Penerima Permohonan memberitahukan Permohonan belum lengkap
kepada Pemohon pada hari yang sama";--·-----------------------------------------

4. Bahwa Pasal 15A ayat (2) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu

roenY~ll.\.1tKan Pa.mo,p® ..s~bagaLroana. diJnais.$,Uq, p.Qda. ayat (.1) wRJiQ
melengkapi dokumen/berkas administrasi Perrnohonan dalam jangka
waktu paling iama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima

Pemohon"; ------------------------------------------------------f------------



'. 5. Bahwa Pasal 15A ayat (3) Perbawaslu Senqketa Proses Pemilu

nienyebutkan "Apabila dokumen/berkas acrrurustrasi Permohonan

s,~,qqgaimalla <:I_irna,K~u,d "p,ada ayat (2) dinyatakan leng.kap, Petuqas

Penerima Permohonan meregister Permohonan yang dituangkan dalam

form uIir PSPP 05'" ------------------------- ---------------------- --------------- ------------,

6. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus

Nomor : 826/HK.03.01-Kpts/180G/KPU-Kab/VIlI/2018 tentanq Penetapan

Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus

Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Serita Acara KPU Kabupaten

Tanggqrou,s NQfnQ(a4~IPL,..0_1.4-BA/1806/KPU-KaONUI/2,Q18tentanc Hasil

Verifikasi I(elengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon

Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus pada Pemilihan Urnum Tahun

2019 ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tanggamus pada hari Sabtu tanggal

11 Agustus 20 18;-------------'7--------------------------------------------------------------
7. Bahwa pada tanggal14 Agustus 2018 Pemohon mengajukan Permohonan

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten

Tangg,'~JtlU~idan <1.iny~takar;t b,.eJLu;n l~ngKap",s,ehiJ1Y~, B,_q)N~§.l\.tKp',P4Rat.EW.
Tanggamus memberikan waktu 3 (tiga) hari kerja kepada Pemohon sejak

pemberitahuan diterima oleh Pemohon; ---------------------------------------------

8. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 Pemohon melengkapi berkas

permohonan, kemudian Bawaslu Kabupaten Tanggamus menyatakan

le'lgkap dan meregistrasi permohonan dimaksud;---··---------------------------

9. Bahwa dengan demikian pengajuan permohonan Pemohon telah

m~men~hi. p',~r&yqr~tan t~qgg{il,ng, w§kt,U,. YQ.,ng,d.~tur QJd,~J,Clrop~(aJ!"l(ao.
peru ndang-u ndangan. ----------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Mojelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok

sengketa sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------

1. Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung,

No,mQC 13.261HK..Qa" Q.1.-K_gt~118Q6JKPU-KablVllJ/2.Q 1.a. tentana PeJl~ta[lC1.nQaJt~r
Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan

Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, serta Serita Acara KPU

Kabupaten Tanggamus Nomor: 824/PL. 01.4-BAl'i 806/KPU-KabN111/20 18

tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Sakal

Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus pada Pemilihan Umum Tahun

2019 tanqqal 11 Agustus 2018, karena tidak ditetapkannya AL HAJAR



SYAHYAN, S.H.,M.H., dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota OPRO

Kabupaten Tanggamus;----------------------------------------- ..------ ------------------- ------

:2. Menimbang, ba.hwa.dalarn menerirna dokurnen persyaratan dan verifikasi
administrasi persyaratan pengajuan Sakal Calon Anggota OPRD, KPU

Tanggamus berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018,

dianta ranya d iatu r: ------------- ---------------------------.------------------------------- ---------
a. Sahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemililoan Umum

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan "Dalam seleksi

bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada

.qyat. (2'),.tida_krnenyertakan mantan terpidana ban-dar naCkgRCil.kelah.9tWl.' • .' '. • • ,-' - <.' •.•. - ••

seksual terhadap anak, dan korupsi; ---------------------------------------------------

b. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 20 Tahun 2018

menyebutkan "Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya menandatangani

dan melaksanakan Pakta Integritas Pencalonan Anggota DPR, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal4

ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam

fQr,muHr MQ<iel.EL1 ;------------------------------------------------------------------------
c. Sahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d PKPU 20 tahun 2018

disebutkan "Pakta Integritas yang ditanda tangani pimpinan partai politik

sesuai tingkatannya dengan menggunakan formulir B.3;---------------------------

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu

terhadap Pencaionan Anggota OPR, DPRO Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

rnernpertimhanskan peraturan perundang-undaoga,n dan yurlsarucensi Putusan
Mahkamah Konstitusi yang diantaranya adalah sebagai berikut: ------------------ ..--.------

1. Undanq-Undanq Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-------------------

2. Undanq-undanq Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;------------------

3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);--------------------------------------------

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42JPUU-XIIIJ2015 (Putusan MK No.

42/PU U-X111I2015); dan------------------------- ..------------------------------------------------

5. Putusan Ma.h.kamql:1 KQOstitu.si No.mQf ~1/PUU-XIVl2.Q1G (Putusan MK No.
51/P U U -XIV120.6).------------------------------------------..--.------------------------------------

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan Sakal Calon anggota OPR, OPRO

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Majelis memandang perlu untuk

mem pertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: --------------------------------------------

1. Menimbang, bahwa persyaratan Sakal Calon anggota OPR, OPRO Provinsi,

dan QP8P ~~atE:r:llKgla. yang ,ert~aoo dalarn unQ,ang-uncian~QroQ( 7



Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal

Calon yang Ilendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-

maslnc: -----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anqqota DPR, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Telah berumur 21 (dua puiuh satu) tahun atau lebih;-----------------------·-----
b. Bertakwa kepada TuhanYang Maha Esa;------------------------------------------

c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;----------

d. Dapat b.~rQi~,ara,;mernhaca, d,an/atq,U,rnenulis dalarn 6ab~s'a. InQ.o.n~sia;---
e. Berpendidikan paling rendah tarnat Sekolah Menengah Atas, Madrasah

Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau

sekolah lain yan9 sederajat;----------------..---------------.------------------------------

f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Bhinneka Tunggal Ika;-----------------------..--------------..-----------------------------

Tid k h di 'd n '. b d k P' '0:: P d'lg.. J~a. . perna .... pl. 8" 9. p'~OJa:(c;taJ asa,r an utu••an. enga, L an yang.
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengar{ pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali

secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang
bersan9kutan mantan terpidana;---------------------------...--------------..------------

h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahqunaan narkotika;-----..-----

I. Terdaftar sebagai pemilih;----------------------------------------------------------------

J. ae.r.s~dia.b.~kerjap.emuh. waktu; ---------------------------------- -----------------------
k. Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah,

Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan
Pengawas dan Karyawan Pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau
Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan lain yang anggarannya bersumber

dari Keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri
Y8,ng ti,d~k~aP-atd.it~rikkQJJ1baU;..------------------------------··-------------·.----------

I. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat, Notaris,

Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia

barang dan jasa yang berhubungan dengan Keuangan Negara serta
pekerjaan lain yang dapat menimbulkan kontlik k.epentingan dengan
tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

urtdiJ,!l9iI,();--------------------------------------------------F----------

-- ----~--------"-----



•

m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara lainnya,

Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha

MiJikNeg~rad,~olqta.uBaQ~nU~,ahaMHik Daerah serta 6.a.Qan lain Y,8ng

anggarannya bersumber dari Keuangan Negara;----------------------------------

n. Menjadi Anggota Partai Pelitik Peserta Pemilu;-------------------------------------

o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Lembaga Perwakilan; dan------------------------

p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Daerah Pemilihan.------·-----------------------------

3. Bahwa Undang-Undang Nemer 7 Tahun 2017 tersebut di atas tidak

memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat rnendaftarkan

diri dalarn e.Q.k.aJ, CqJ.Qn .A_ng.g.Qt~OPR, QPRQ PrQvins.i, dan QPRP

Kabupaten/Kota; ----------------------------------------------- ------ -------------------- ----------

4. Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Anggota OPR, DPRO

Provinsi, dan DPRO Kabupaten/Kota yang tertuang cia!am Pasal 240 ayat (1)

Undang-Undang Nomer 7 Tahun 20'i7 sesuai dengan amar putusan dalam

Putusan MK No. 42/PUU-XV111/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016

yang mana kedua Putusan MK tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih

m~,laJuiPernilu daoat diikuti oleh seluruh wqrga neqara tanna terkecuali, cahkan
bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan rnasa hukuman selama

mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukaken kepada publik yang

bersangkutan merupakan mantan narapidana;----------------------·-----------------·--

5. Bahwa UUO Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 telah memberikan

ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga

negara dalarn konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana

tf;.rCant.Vm. QqJaJDketentuan Pa~al2~ UU.Q Negara. Remu,bliK tnd.Qne.~LaCNRl)
Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kamerdekaan,

berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan

sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Oi samping itu ketentuan Pasal

280 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 juga

rnenyatakan bahwasetiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang

sama dal am pemerintahan. ------------------------------------------------------------ .--------

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis

memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut-------·_---

1. Bahwa UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 telah memberikan

jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hak

asasi manusia dibagi menjadi dua kategeri, pertama ialah kategeri hak asasi

rnanusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan

apapun ~eb,agaJ(o~r.,C}.tercaruum dalarn Pasal 2..81 ayat (1) UUQ. N,~gara

r



•
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f 1

Republik Indonesia (NRI) 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif
yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebaqaimana Pasal 28J UUD

N~garq,ReRubllk tndcnesla (NR1) 194Q;------------------------ ----------------------------

2. Bahwa hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalarn nak relatif yakni hak yang

dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang

sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik

Indonesia (NRI) 1945 yang berbunyi "Oa/am menja!ankan hak dan

kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan

oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin penqekuen

sen« pe.nglJ.Qrmqt~n.(ltas bak cian keae.ka.sa.n orang lain dan untiJk meme.nuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan morel, nilai-nilai agama,

keamanan, dan keterliban umum da/am suatu masyarakat demokratis.";---------

3. Bahwa di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat

diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak

memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan
umum;-----------------------------.----------------------.----------------------.------------------------

S~tlil)gg,a d,e,og.an.cie.mikian •. ~emb.aia~p.u~Kb.aiK menuru; Ul.!.Q N.eg.ara,
Republik Indonesia (NRI) 1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara

yakni melalui undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD Negara
Republik Indonesia (NRI) 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan

oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat yurisprudensi yang

telah ada yaitu Putusan MK No. 42/PUU-X111I2015dan Putusan MK No. 51/PUU­

XJVI40.tQ, ~ehingg.a,M.aj~Ji~roemp,e,rjirob.angl<.an q~be.(apahal.aeb~.ai berikut ~---------. .

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) rnenilai larangan terhadap mantan
narapidana yang mendapat hukuman tertentu Inkonstitusional bersyarat dan

MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan calarn kontestasi Pemilu

dengan secara teranq benderang memberitahu bahwa dirinya pernah
mendapat hukuma11 pidana;-------------------------.------------------------------------------

2. Bahwa MK berpendapat persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi

seseoranc yang. telah se.Je..S.aim.e.ojalankao p,idananya, tarhjtung lima tanun
sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan

jabatan publik yang dipilih (elected oiticiet; dan yang bersangkutan

mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang
beruIan9-uIang;----------------------------------..-------------------------------------------------

~



3. Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari rnantan narapidana k,~pada
masyarakat urnum (notoir feiten) pada akhirnya masyarakatlah yang

menentukan p.Ll.iba.l.lny~mal,! rnemiuh mantan narqpio.ana atau tidar,;-------------
4. Bahwa Putusan MK No. 42/PUU-XII1I2015 junclo Putusan MK No. 51/PUU­

XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan
diri dalam Pemilihan Umum dalam hal ini Bakal Calon Anggota Legislatif,

dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan

secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan
hukuman pidana.------------------------------------------,----------------------------------..------

Menimbang, bahwa pembatasan hak, hanya dapat dilakukan melalui undang-undang

maupun Putusan Pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih
dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 dan

Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP;---------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa penolakan oleh KPU Kabupaten Tanggamus terhadap mantan
narapidana untuk rnendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten

T anggamUs..melalui partai PQlitIk,.tictal< s,e.s,LI,aL®ngan p~eratU[anp.erundang-!"!l)Qa.ngan
yang berlaku;-----------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Lembaga

Pemasyarakatan Kelas liB Kota Agung tertanggal 10 Juli 2018, Nomor:
W9.PAS7.PK.01.01.02-389 yang menerangkan bahwa AI Hajar Syahyan, S.H,
Tempat Tanggal Lahir Ulu Semong 10 Juli 1966, Jenis kelamin Laki-Iaki, Agama

"slam, K~,bapg,s,a,anIndonesia,. Alamat. JL .lend. Ryac4du NQ..3,~.sukarame B.ao'ia(
Lampung, adalah benar Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan
Kelas liB Kota Agung yang telah selesai menjalani masa pidananya dan bebas pada

tanggal 9 Agustus 2014;--------------------------------------------------------..-----------------.--------

Menimbang, bahwa Pemohon pada Surat Pernyataan Pemimpin Redaksi SKH Kupas

Tuntas tanggal 23 Juli 2018 tentang kebenaran AI Hajar Svahyan telah memasang

Iklqr) Q~Ji,$,i.. cernvataan kepada pU,blikbahwa yang bersanqkutan tetah secara jujur
dan terbuka mengemukakan pernah dijatuhi hukuman pidana;----------------------------

f
i
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Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka
Bawaslu Kabupaten Tanggamus berpendapat cukup beralasan hukum untuk

mengag,l.,Ilkan ~el'J(lJJlp~(roQhQl:tan,P~mQ,bQn;-----------------------"'--------------------------

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 atas Perubahan Kedua

P~r.Q,tlJ:,r~nt;3..a"XGlsJu.NQmor la, Ja,t:l,l.m ZQJa, atas Pe.ru.beman. Pe,ctqma., Peraturan
Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses

Pemi1u;-----------------------------------,------------------------------------------- ..-----------------------

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-------------··----------------

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Tqng,ga.m,~. P(o.Vinsj .L.ampung, NomQr: 826lHK,Q3..Q1-Kpts!taQ6LKPu'­
KabNII1I2018 tentang Penetapan Dafiar Caton Samentara (DCS) Anggota

DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11

Agustus 2018, serta Berita Acara KPU Kabupaten Tanggamus Nomor:

824/PL.01.'4-BAl1806/KPU-KabNII1I2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan

dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Sakal Calon Anggota DPRD Kabupaten

Tanggamus pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018;--------

~. N.tam,erintah,kankepa_da KQmis.i Perrulihan umurn (KPU) Kabupale,n T&nggamu,s

untuk menerima dan memverifikasi pengajuan Pemohon sebaqai Sakal Calon

Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019,

berdasarkan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pem iiihan Umum' ----------,--------~----------------------------------------------------------------,
4. Mernerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus

untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

palir-g. Iq01RQt,;3. (ti9.ql hari sejak PUt~~qXlioi dib,aca,kao. -----------------------------------

Dernikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupatan Tanggamus oleh 1).

. DEDI FERNANDO, S.H.I.,M.H., 2). ALI NGAFFAN, S.E., 3). IKHWANUDDIN, S.H.I.,

4)., NAJ.l.H~MUSXQFA, ~J:i,.L,M.P<1J". 5J.. A!..l \ts'MAN. $.1, MAAiM-mas.,lng s.~lb~aL
Anggota Bawaslu Kabupaten Tanggamus dan diucapkan dihadapan para pihak serta

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 bulan Agustus tahun 2018, oleh 1).

DEDI FERNANDO, S.H.I.,M.H., 2). ALI NGAFFAN, S.E., 3). iKHWANUDDIN, S.H.I.,
4). NAJIH MUSTOFA, S.H.I.,M.Pd.1. 5). ALI USMAN, S.T. Masing-masing sebagai

Anggota Bawaslu Kabupaten Tanggamus dan dibantu oleh BUANG RIANTO,

f
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S.Pd.l.,M.Pd.1 sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon dan

Pihak Terkait. --------------------------------------------------------------------.--------------------------

1_jW"~ PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

TANGGAMUS

Anggota
~

Anggota

(ALI (ALI ,S.E)

Sekretaris

cr:= ~- (BUANG RIANTO, S.Pd.I.,M.Pd.l)


